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A B S T R A K 

Yang menjadi permasalahan adalah: 

1. Bagaimana cara membuktikan terjadi kerugian immaterial dalam 
perbuatan melanggar hukum ? 

2. Bagaimana kriteria menentukan besamya ganti rugi terhadap kerugian 
immaterial dalam perbuatan melanggar hukum ? 
Sclaras dengan tujuan yang bcrmaksud mcnclusuri prinsip-prinsip hukum 

terutama yang bersangkut paut dengan cara membuktikan terjadi nya kerugian 
immaterial dan kriteria menentukan besamya ganti rugi terhadap kemgian dalam 
perbuatan melanggar hukum, maka jenis penclitiannya adalab penelitian hukum 
normatif yang bersifat t/RvAr/p/./(menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk 
menguji hipotesa. 

Teknik pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian 

kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji: 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat 

seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan 
peraturan yang berlaku, 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat 
para ahli maupun peneliti lerdahulu. yang sejalan dengan permasalahan 
daiam skripsi ini, 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelasakan bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. seperti kamus bahasa, 
ensiklopedia dan lainnya. 

Teknik pengolahan data 
Setelah data terkumpul aka data tersebut diolah guna mendapatkan data 

yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis meiakukan kegiatan editing, 
yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, 
kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. 

Analisa data 
Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk 

mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat 
deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan 
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menghubungkan satu sama Iain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang 
bersifat umum. 

Berdasarkan penelusuran lebih jauh. terutama yang berhubungan dengan 
permasalahan. dapat disimpulkan sebagai bcrikut: 

1. Cara membuktikan terjadi kerugian immaterial dalam perbuatan 
melanggar hukum adalah: dengan cara meiihat dari adanya hubungan 
kausal antara kesalahan dan menimbulkan kerugian. Bersumber pada 
semua unsur-unsur yang dilakukan oleh pelaku antara lain penggugat 
harus membuktikan adanya kerugian dan kesalahan pelaku. karena 
gugatan berdasarkan atas perbuatan melanggar hukum, penggugat harus 
membuktikan gugatannya 

2. Kriteria menentukan besamya ganti rugi terhadap kerugian immaterial 
dalam perbuatan melanggar hukum adalah: pada hakekatnya didasarkan 
atas kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak serta menurut keadaan. 
Artinya besamya ganti mgi tersebut diserahkan kepada hakim yang 
memeriksa perbuatan melanggar hukum tersebut. 
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BAB. I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di daiam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu mempunyai 

kepentingan sendiri-sendiri yang tidak hanya bersamaan, akan tetapi juga 

kadangkala dapat bertentangan yang satu dengan yang lain. Ha! ini dapatlah di 

ketahui bahwa orang yang hidup dalam masyarakat di satu pihak berusaha untuk 

melindungi kepentingannya masing-masing terhadap kerugian yang timbul, 

sedangkan di lain pihak senantiasa berusaha untuk saling tolong-menolong dalam 

mengejar kepentingan bersama. 

Dalam usaha melindungi kepentingan masing-masing dan menjaga 

kepentingan bersama telah diadakan suatu aturan yang dapat menjadi pedoman 

atau patokan bagi tingkah laku tiap-tiap individu di dalam kehidupan 

bermasyarakat, aturan-aturan ini mengharuskan sctiap individu untuk bertindak 

dalam masyarakat scdemikian rupa, sehingga kepentingan-kepntingan individu 

yang lain sedapat mungkin dapat dipelihara dan dilindungi. 

Namun demikian m.cskipun ada aturan-aturan yang mengatur tingkah laku 

individu-individu di dalam pergaulan bermasyarakat akan tetapi seringkali 

dijumpai pelanggaran-peianggaran terhadap kepentingan-kepentingan individu 

yang semestinya aharus dihormati. 

Pelanggaran-peianggaran terhadap kepentingan individu ini akan 

mengakibatkan rasa kurang tenlram di dalam pribadi masing-masing dan akan 
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menimbulkan kegoncangan ini dalam pergaulan bermasyarakat. seperti: seluruh 

bidang hukum seperti: 

• Dalam hukum tata negara ataupun hukum adminstrasi negara disebut 

sengketa tata usaha 

• Dalam hukum pidana disebut tindak pidana atau delik 

• Dalam hukum perdata disebut perbuatan melanggar hukum.' 

Hal ini perlu diingat bahsa salah satu dari suatu tujuan perbuatan hukum 

adalah untuk mengadakan keseimbangan dan kesebandingan dengan hidup Iahir 

maupun bathin dalam masyarakat serupaa dengan suatu neraca yang harus dan 

dapat dikatakan bahwa keselamatan dalam masyarakat itu bermanfaat. 

Keberadaan hukum yang mengatur dan menciptakan berbagai hubungan-

hubungan tertentu. tidak tertutup kcmungkinan untuk timbulnya perbuatan yang 

bertentangan dan melawan hukum. 

Perbuatan melanggar hukum inilah yang mengakibatkan kegoncangan di 

dalam pergaulan hidup masyarakat yang dapat mengenai berbagai kepentingan 

anggota masyarakat tersebut. Seperti; harta benda, tubuh, Jiwa dan kehormatan 

manusia. 

Kepentingan-kepentingan ini semua dirusak oleh suatu perbuatan 

melanggar hukum yang kadang-kadang menimbulkan kerugian orang lain, maka 

pihak yang menimbulkan kerugian tersebut dipertanggungjawabkan untuk 

mengganti kerugian tersebui. Dalam hal menimbulkan ganti kerugian tidak dapat 

diputuskan dengan begitu saja, tetapi segala sesuatunya harus melalui prosedur 

' A B . Loebi-S, Cianli Rugi Perbuatan Melanggar Ilukum Oleh Perorangan/Badan Ilukum 
Dan Penguasa, Liberty, Get ke V I I , Yugyakarta, 2007, hal. 30 
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yang telah digariskan baik secara hukum maupun secara adat berdasarkan 

keputusan dari masing-masing pihak, yang tentunya menggaris bawahi rasa 

keadilan. 

Sebagaimana diketahui perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan 

kerugian terhadap orang lain, tidak saja terjadi akibat dari perbuatan yang 

bersangkutan, tetapi juga dapat ditimbulkan oleh menimbulkan perbuatan orang 

lain yang dalam pcrlindungan. Oleh karena itu dalam menentukan perbuatan 

melanggar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dituntut dengan 

ganti-rugi maka perbuatan itu sendiri harus memenuhi unsur-unsur dalam suatu 

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat diketahui pihak mana 

yang ikut bertanggungjawab atau mempertanggungjawabkannya. 

Daiam Pasal 1365 K U H Perdata menyatakan bahwa: "l iap perbuatan 

melanggar hukum. yang membawa kerugian kepada orang Iain, mewajibkan orang 

yang oleh karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 

tersebut".^ 

Bunyi Pasal tersebut tidak kita tidak menjelaskan berapa besar ganti 

kerugian, hal ini diserahkan kepada hakim yang memeriksa pcrkara tersebut, 

namun ayang dapat dijadikan sandaran yakni putusan Mahkamah Agung tanggai 

23 Mei 1970 No. 6!0.k/Sip/1968, bahwa: hakim berwenang untuk menetapkan 

seberapa pantasanya harus di bayar kerugian tersebut. "Dengan demikian maka 

'ma. Moegni Djojodirdjo. Perhuatn Melawan Hukum, Praja Paramita. Cel. V I , Jakarta, 
1992, hal. 74 
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masalah ganti kerugian merupakan hal yang penting dalam kasus perbuatan 

melanggar hukum tidak hanya menimbulkan dari kerugian Immateriir'."' 

Dengan dasar mengingat kerugian immaterial tidak terletak dalam bidang 

harta kekayaan, seperti: jasmani, rohani, harta benda, dan kehormatan manusia. 

Kerugian Immateriii ini merupakan kerugian yang diderita seorang yang mungkin 

timbul rasa sakit, takut dan kehilangan kesenangan hidup. Kerugian Immateriii ini 

merupakan kerugian yang tidak dinilai dengan uang, karena kerugian tersebut 

merupakan suatu penderitaan batin, dan penderitaan ini sangat sulit untuk dinilai 

dengan uang, kerugian yang merupakan suatu penderitaan batin adalah 

memulihkan kepada keadaan semula. Jadi pada setiap perbuatan melanggar 

hukum, kepada si pelaku dapat dipertanggungjawabkan kerugian Materiil maupun 

kerugian Immateriii. 

Bila kerugian Immareriil tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka akan 

menimbulkan suatu keadaan dimana keseimbangan masyarakat akan terganggu, 

dan oleh karenanya harus dipulihkan. Sebagai contoh, daiam tmdakan pcnghinaan 

yang menimbulkan kerugian pada diri seseorang dapat dituntut ganti-rugi adalah 

pengganti kerugian sebagai pemulihan nama baik seseorang. Akan tetapi untuk 

mendapatkan penggantian tersebut adalah sulit, apalagi pclanggar tidak mau 

memulihkan, maka pihak yang merasa telah dirugikan pada umumnya tidak boleh 

memaksakan sendiri, tetapi hendaknya melalui jalur hukum tertentu, scbab sudah 

merupakan prinsif bahwa pelaksana hukum terhadap pelanggaran hukum, berada 

^R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta. Cel. V i . Bandung. 1999, hal. 
23 
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ditangan hakim dan tidak dipcrkcnankan dilakukan oleh penderita sendiri 

(i'igenrechting). 

Dengan demikian hakimlah yang diberi wewenang dengan mcnerapkan 

beberapa penyesuaian, keahlian untuk mengganti kerugian dalam hal ini hakim 

menegakkan prinsip yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum, karena 

hukum yang menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara teratur dengan jalan 

mengadakan keserasian diantara berbagai kepentingan-kepentingan, ini berarti 

seseorang tidak bisa berbuat sesuka hati di dalam masyarakat terhadap orang lain, 

tanpa mematuhi norma-norma yang hidup daiam suatu masyarakat, misalnya 

merusak barang orang lain, mengambil barang oang lain dan sebagainya. Oleh 

karena itu setiap orang yang meiakukan perbuatan melanggar hukum dapat 

dikcnakan ganti rugi sebagai kerugian yang benar-benar diderita, sebab hukum 

sudah mengatur bagi pihak yang merasa telah dirugikan dapat menuntut kerugian 

tersebut terhadap pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. 

Dengan demikian pcrbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi 

pihak lain, baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriii dapat 

dipertanggungjawabkan pada si pelaku karena kesalahan. 

Bertitik lolak dari uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk meiakukan 

penelitian lebih mendalam dan menuangkannya ko dalam suatu tulisan yang 

berbcntuk skripsi dengan judul; "CiANTI RUGI T E R H A D A P K E R U G I A N 

I M M A T E R I I I . D A L A M PI-RBUATAN M E L A N G G A R H U K U M " 
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B. Permasalahan 

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membuktikan terjadi kerugian immateriii dalam perbuatan 

melanggar hukum ? 

2. Bagaimana kriteria menentukan besamya ganti mgi terhadap kemgian 

immateriii dalam perbuatan melanggar hukum ? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Ruang lingkup penelitian temtama dititik beratkan pada cara membuktikan 

terjadinya kemgian immateriii dan kriteria dalam menentukan besamya ganti mgi 

dalam perbuatan melanggar hukum, tanpa menutup kcmungkinan menyinggung 

pula hal-hal lain yang ada kaitannya. 

Tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana cara membuktikan terjadi 

kemgian immateriii dalam perbuatan melanggar hukum. 

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kriteria menentukan 

besamya ganti rugi terhadap kerugian immateriii dalam perbuatan 

melanggar hukum. 

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis 

yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu 

pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus mempakan sumbangan 

pernikiran yang dipersembahkan kepada almamater. 
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D. Defenisi Operasional 

Defenisi opcrsional merupakan pengertian dasar dalam suatu penelitian 

yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan 

dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran 

penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini 

akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan 

judul skripsi ini sebagai berikut: 

! 1. iGanti Rugi adalah: Cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan 

yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak Iain 

yang meiakukan kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut. 

2. Ganti Rugi karena perbuatan melawan hukum (pasal 1365 K U H Perdata) 

adalah: ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan 

kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi karena adanya 

kesalahan bukan karena adanya perjanjian. 

3. , Kerugian Immateriii adalah: Suatu kerugian yang tidak bemilai uang, 

seperti rasa sakit, nama baik, dan Iain-Iain. 

4. Perbuatan meiawan hukum {onrechtmatige daad) dalam konteks perdata 

diatur dalam Pasal 1365 K U H Perdata, yang berbunyi: Tiap perbuatan 

melanggar hukum, yang membawa kemgian kepada orang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut. 



8 

E . Metode Penelitian 

Selaras dengan tujuan yang bermaksud mcnclusuri prinsip-prinsip hukum, 

terutama yang bersangkut paut dengan cara membuktikan terjadinya kerugian 

immateriii dan kriteria menentukan beasamya ganti rugi terhadap kerugian dalam 

perbuatan melanggar hukum, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum 

normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertumpu pada data 

sekunder karena itu tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. 

1. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian 

kepustakaan {library research) dengan cara mengkaji: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat 

mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan 

semua ketentuan peraturan yang berlaku 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, 

pendapat para ahii maupun peneliti lerdahulu, yang sejalan 

dengan permasalahan dalam skripsi ini 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus 

bahasa, ensiklopedia, dan lainnya 

2. Teknik pengolahan data ^ 

Setelah data terkumpul. maka data tersebut diolah guna mendapatkan 

data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis meiakukan 

kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi 
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mengenai kelengkapan. kejelasan. sehingga terhindar dari kekurangan 

dan kesalahan 

3. Analisa data 

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk 

mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang 

bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gjimbaran dari data yang 

diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan 

suatu kesimpulan yang bersifat umum/ 

F. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi fakultas 1 lukum 

Universitas Muhammadiyah. penulisan skripsi ini secara keseliiruhan tersusun 

dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut; 

Bab. I . Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang. permasalahan. ruang 

lingkup dan tujuan, defenisi opersional, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab. I I . Tinjauan Pustaka. memmaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan 

mengenai pengertian perbuatan melanggar hukum. unsur-unsur 

perbuatan melanggar hukum. macam-macam kemgian. 

pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum orang lain. 

^Banibung Sunggono. Metode Penelitian llidiim. Raja Grailndo l*crsiitla. Jakarta, 1997, 
him. 129 
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Bah. I I I . Pembahasan yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara 

khiisus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti 

mengenai bagaimana cara membuktikiin terjadi kerugian immateriii 

dalam perbuatan melanggar hukum. dan juga mengenai bagaimana 

kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriii 

dalam perbuatan melanggar hukum 

Bab. IV. Penutup, pada bagian pcnutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi 

ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran. 



BAB. I I 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum 

Di dalam pergaulan hidup sehari-hari setiap anggota masyarakat tentunya 

mempunyai kepentingan masing-masing dan setiap anggota masyarakat 

mengharapkan agar supaya setiap kepentingan tersebut dapat dilindungi dan 

dipelihara agar tidak terjadi pelanggaran. Dalam rangka memperoleh serta 

menjaga kepentingan tersebut baik disadari ataupun tanpa disadari kadang-kadang 

terjadi bentrokan antara kepentingan anggota masyarakat yang satu dengan 

kepentingan di dalam masyarakat yang lain, yang kadang-kadang merupakan 

perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kepentingan. 

Perbuatan melanggar hukum adalah terjemahan dari bahasa Belanda 

"Onrechtmalige Daad" istilah perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 

1365 K U H Perdata. Undang-undang tidak memberikan defenisi mengenai apa 

yang dikatakan perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 K U H Perdata hanya 

memberikan suatu perumusan dari perbuatan melanggar hukum tersebut yang 

mengatakan: " fiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 

scorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan menerbitkan kerugian itu 

mengganti kerugian tersebut". 

Dengan meiihat perumusan Pasal 1365 K U H Perdata tersebut, tidak 

membeiikan suatu penjelasan apa, bagaimana dan sampai dimana sesuatu 

perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum, yang dapat 

11 
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diminata pertanggung jawaban kepada pelaku yang telah berbuat itu, semuanya 

diserahkan pada ilmu pengetahuan dan yurisprudensi. 

Perbuatan melanggar hukum apabila dilihat daiam sistematika K U H 

Perdata terdapat di dalam Buku I I I Bab ke tiga yang mengatur tentang perikatan-

perikatan yang dilahirkan bersumber pada ketentuan undang-undang. 

Perlu juga dijelaskan di sini bahwa ketentuan tentang perbuatan melanggar 

hukum ini tidak dimasukan dalam bab yang mengatur tentang perikatan yang lahir 

karena adanya suatu perjanjian, karena perbuatan melanggar hukum tidak 

mengandung unsur janji.^ Hal ini dapat dilihat seseorang tidak akan mengikatkan 

dirinya dalam suatu perjanjian apabila dirinya akan dibebankan dengan kewajiban 

yang bertanggung jawaban bertentangan langsung dengan kemauan sendiri. 

Wirjono Prodjodikoro memberikan istilah perbuatan melanggar hukum 

dalam pengertian tidak sempit, perbuatan melanggar hukum tidak hanya 

perbuatan secara langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang 

secara langsung melanggar peraturan lain dari pada hukum, akan tetapi dapat 

dikatakan secara tidak langsung juga melanggar hukum. yang dimaksud dengan 

peraturan lain yaitu peraturan dilapangan kesusilaan, keagamaan, dan sopan 

santun.^ 

Dalam hal pengertian perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud 

oleh Wirjono prodjodikoro di atas, apabila diterapkann ke dalam ruang lingkup 

masyarakata hukum adat Indonesia tidak akan mengalami kesulitan karena dalam 

hukum adat terdapat persamaan corak antara peraturan-peraturan hukum. di satu 

'Wiijono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Cet I X , Sumur, Bandung, 1996, 
hal. 8 

dbid, hal. 12 
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pihak dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam lapangan kesusilaan, 

keagamaan dan sopan santun di lain pihak. Ketentuan dalam lapangan keagamaan, 

kesusilaan dan sopan santun tidak dimuat dalam suatu undang-undang.^ 

Berbeda dengan pengertian perbuatan melanggar hukum yang diatur 

dalam Pasal 1365 K U H Perdata. tunduk pada ketentuan yang berlaku di dalam 

K U H Perdata. Bahwa pengertian perbuatan melanggar hukum diartikan secara 

sempit adalah perbuatan melanggar hukum suatu aturan atau perbuatan melanggar 

hukum pada hak orang lain atau kewajiban sendiri seperti yang ditentukan oleh 

undang-undang. Jadi harus ada larangan undang-undang untuk menentukan 

apakah suatu perbutan melanggar hukum atau tidak. Jadi hukum disamakan 

dengan undang-undang yang tertulis. Di sini jelas terlihat bahwa hukum yang 

bersifat tertulis ini mempunyai pengertian yang sempit, karenanya perbuatan yang 

terjadi dapat dikatakan bahwa perbuatan melanggar hukum, bila perbuatan 

tersebut telah melanggar apa yang ditentukan oleh undnag-undang. Suatu 

perbuatan walaupun tidak melanggar undang-undang, tetapi telah merugikan 

sekelompok masyarakat maka tidak dapat disebut sebagai perbuatan melanggar 

hukum, akibat hal tersebut kurang memuaskan keinginan masyarakat, sebab 

sering terjadi pcrbuatan-perbuatan yang dirugikan tetapi orang yang terkena akibat 

perbuatan itu tidak dapat dituntut ganti-rugi karena undang-undang. tidak ada 

larangan tertentu yang tertulis menyangkut perbuatan tersebut. 

Dalam K U H Perdata, Pasal 1365 ini sangat penting artinya karena melalui 

pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang. 

dbid, hal. 13 
^MA. Moegni Djojodirdjo, Op. Cii. hal 14 



14 

Yurisprudensi mengenai ini dikenal dengan nama Arrest IJndenbaum Cohen 

(tahun 1919). Sebelum sampai kepada arrest ini. maka terlebih dahulu perlu 

diketahui syarat-syarat apakah yang harus adaa untuk menentukan perbuatan 

melanggar hukum itu ada atau tidak. Syarat-syarat tersebut ialah:'' 

a. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini, baik yang 
bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku 
berbuat atau tidak berbuat. 

b. Perbuatan itu harus melawan hukum. 
c. Ada kerugian. 
d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan 

kerugian. 

e. Ada kesalahan (schuld). 

Di dalam sejarah perundang-undangan hukum perdata. Pengertian hukum 

yang terkandung Pasal 1365 K U H Perdata itu mengalami pcrubahan dengan 

adanya Arrest Lindenhaum Cohen tahun 1919 H.R 31 Jan. Hoetink Nomor 110. 

sebelum tahun 1919 maka arti hukum di dalam Pasal 1365 adalah sangat sempit. 

Di dalam Arrest Jufrouw Zuthen, hukum diartikan sempit, yaitu undang-undang. 

Peristiwanya sebagai berikut: 
Di dalam sebuah gudang terdapat 1 (satu) saluran air yang sewaktu-waktu 

dapat meledak. Keran utama dari saluran itu, berada ditingkat atas gudang 
itu. Tetapi penghuninya tidak mau menutup keran tersebut sehingga gudang 
banjir air. Ketikam penghuni itu digugat untuk ganti rugi. ia membela diri 
bahwa undang-undang tidak mcwajibkonnya untuk menutup keran utama, 
sehingga ia tidak dapa! dikatakan melawan hukum dan pendirian ini 
dibenarkan Mahkamah Agung Negeri Belanda (HR.IO. Juni 191«). lioetink 
Nomor lOX).'^ 

Pada tahun 1919 dalam Lindenhaum Cohen Arrest. MR. mcngubah 

pendiriannya, dengan memberikan arti yang luas kepada hukum yang ditafsirkan 

''Mariam Darus fJadrulzainan. Dkk. KompUasi Hukum Perikatan. Ciatra Aditya Bakti, 
Bandung, 2007. hal. 106-107 

^'dbid. hal. 107 
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dengan hukum mencakup undang-undang dan hukum yang tidak tertulis, seperti 

kesusilaan, kapatutan yang terdapat di dalam lalu lintas masyarakat. 

Sejak tahun itu, perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan 

perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi berbuat atau 

tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban 

orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun 

sifat berhati-hati sebagaimana patutnya di dalam lalu lintas masyarakat. 

Dengan demikian, semua norma lalu lintas masyarakat, yang tidak 

termasuk di dalam undang-undang, semenjak itu ditempatkan di bawah sanksi 

hukum perdata. Unsur kesalahan yang dimaksud ditentukan Pasal 1365 K U H 

Perdata, yaitu bahwa si pembuat pada umumnya harus ada pertanggung 

jawabannya, yaitu ia menginsyafi akibat adari perbuatannya 

(toerekeningsvaatbaar). 

B. Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum 

Perbuatan melanggar hukum ini di atur dalam Pasal 1365 K U H Perdata 

yang menentukan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa 

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang oleh karena itu salahnya 

menerbitkan kerugian, dapat mengganti kerugian tersebut". 

Dari bunyi Pasal 1365 K U H Perdata tersbut di atas, dapat kita lihat bahwa 

untuk meiakukan gugatan dalam perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi 

beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Perbuatan yang melanggar hukum. 
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b. Harus ada kesalahan. 

c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. 

d. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. 

Ad.a. Perbuatan Yang Melanggar Hukum 

Pengertian perbuatan melanggar hukum meliputi perbuatan dalam arti 

positif dan dalam arti negatif. " Perbuatan yang dikatakan bersifat positif adalah 

perbuatan yang bersifat "meiakukan atau bertindak", sedangkan suatu perbuatan 

dikatakan bersifat negatif adalah perbuatan yang berupa suatu keharusan. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perbuatana negatif meliputi hal orang 

yang dengan berdiam saja dapat dikatakan melanggar hukum yaitu dalam hal 

orang tersebut menurutnya harus bertindak.'^ 

Walaupun perbuatan itu negatif, namun menurut Wirjono Prodjodikoro 

dapat juga dikatakan aktip seperti halnya dikatakan beliau, perbuatan negatif yang 

dimaksud itu bersifat "akiip" ini harus diartikan bahwa orang yang diam saja baru 

dapat dikatakan meiakukan perbuatan yang melanggar hukum, kalau ia sadar 

bahwa ia dengan berdiam saja adalah melanggar hukum.'"' Maka yang bergerak 

bukan tubuhnya seseorang itu melankan pikiran dan perasaan. 

Sedangkan MA.Moegni Djojodirdjo dalam bukunya berjudul perbuatan 

melanggar hukum. menggunakan istilah aktif dan pasif hal ini dapat dilihat: 

Kalau ia dengan sengaja meiakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan 
kerugian pada orang lain, jadi sengaja meiakukan gerakan maka nampaklah 
dengan jelas sifat aktifnya dari istilah "melanggar" tersebut. Sebaliknya 
kaiau ia dengan sengaja diam saja, sedangkan ia sudah mengetahui bahwa ia 
harus meiakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain. Atau 

" M A . Moegni Djojodirdjo, Op. Cil. hal. 76 
'"Wirjono Prodjodikoro, Op. Cii, hal. 8 
'fhid 
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dengan perkataan lain bilamana ia enggan meiakukan keharusan sudah 
melanggar sesuatu keharusan. sehingga menimbulkan kerugian terhadap 
orang lain, maka ia telah "•melanggar" tanpa menggerakan badan. Inilah sifat 
dari pada lazimnya disebut "melanggar".' 

Dengan demikian seseorang oleh sesuatu ketetapan diwajibkan untuk 

meiakukan suatu perbuatan tertentu akan tetapi temyata orang tersebut tidak 

meiakukan perbuatan itu, maka keadaan demikian masuk perbuatan yang 

dimaksudkan dalam Pasal 1365 K U H Perdata. 

Pengertian perbuatan meiangar hukum sebelum tanggai 31 Januari 1919 

ditafsirkan secara sempit yaitu melanggar hukum merupakan sekedar suatu 

perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan 

kewajiban hukum dari pembuat sendiri. Jadi perbuatan tersebut harus melanggar 

hak subjektif orang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat 

sendiri, yang telah diatur di dalam undang-undang atau dengan kata lain 

melanggar hukum ditafsirkan sebagai melanggar undang-undang. Hal yang 

demikian ini kurang memuaskan karena kurang memenuhi keinginan masyarakat. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka timbul suatu pandangan baru yang 

dimaksud untuk menampung keadaan yang tidak memuaskan. Pandangan baru ini 

dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggai 13 januari 1919. maka pengertian 

perbuatan melanggar hukum ini ditafsirkan secara luas, yaitu suatu perbuatan atau 

tidak meiakukan suatu perbuatan yang mengurangi hak pihak orang lain. 

Apabila penafsiran Hoge Raad ini ditelaah lebih laiijut. maka pengertian 

ini mengandung beberapa kesimpulan, yaitu: 

" M - A . Moegni Djojodirdjo, Op- Cil, hal. 13 
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a. Unsur perbuatan atau tidak meiakukan perbuatan yang mengurangi hak 
pihak atau bertentangan dengan kewajiban pribadi menurut hukum dapat 
ditemukan dasamya dalam hukum positif. 

b. tJnsur perbuatan yang melanggar adat kesopanan yang baik adalah suatu 
perbuatan yang bertentangan dengan hukum tata-kesopanan. 

c. Unsur perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban bertindak hati-hati, 
yang berlaku dalam masyarakat khalayak ramai terhadap pihak lain atau 
milik pihak lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan tindak tanduk 
ketentuan-ketentuan saling menghormati, yang terjadi pedoman hidup dan 
penghayatan hidup dari masyarakat dalam tata pergaulan satu sama lain.'^ 

Dengan demikian putusan Hoge Raad tersebut telah merubah sejarah 

hukum di negeri Belanda, karena interpretasi dari Pasal 1401 B W Belanda itu oleh 

Hoge Raad diberikan pengertian secara luas. Dengan putusan itu kewajiban yang 

dahulu terletak di bidang moral telah dimasukan ke dalam lingkungan hukum. 

Ad.b. Harus Ada Kesalahan 

Suatu perbuatan melanggar hukum harus ada kesalahan, dan kesalahan itu 

harus dibuktikan untuk menuntut ganti-kerugian. Dalam suatu perbuatan 

melanggar hukum telah ditentukan adanya suatu hubungan scbab akibat antara 

perbuatan disatu pihak dengan akibat yang lain timbul dari perbuatan tersebut di 

lain pihak. Maka timbul suatu persamaan apakah disebabkan perbuatan tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atau tidak. 

Masalah kesalahan ini merupakan suatu hubungan kerohanian antara 

pikiran dan perasaan dari pelaku atas perbuatan melanggar hukum di satu pihak 

dengan merusak atau melanggar dari kepentingan di Iain pihak. Kalau seseorang 

pada waktu meiakukan perbuatan melanggar hukum menyadari atau tahu betul 

bahwa perbuatan itupun akan menimbulkan suatu pelanggaran terhadap suatu 

'Achmad Ichsan, Hukum Ferdatu I.B. Pembimbing Masa, Jakarta, 1997, hal. 253 
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kepentingan tertentu, maka dapat dikatakan bahwa pelaku tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan tersebut. 

Pengertian kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 

1365 K U H Perdata dapat ditafsirkan secara luas, yaitu meliputi kesengajaan dan 

berkurang hati-hati, tetapi pasal tersebut tidak mengadakan keduanya, melainkan 

hanya mengatakan bahwa harus ada kesalahan di pihak pelaku perbuatan 

melanggar hukum agar pembuat dapat dipertanggungjawabkan atau diwajibkan 

untuk membayar ganti-kerugian. 

Berhubungan dengan hal ini, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam K U H 

Perdata tidak perlu dihiraukan, apakah ada kesengajaan dan berkurang hati-hati."* 

Karena kcduairyaa merupakan unsur yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 K U H 

Perdata. 

Sehubungan dengan perlunya menemukan unsur kesalahan dalam 

perbuatan melanggar hukum. pada umumnya dapat diteriir.a suatu anggapan 

bahwa dengan meiakukan perbuatan melanggar hukum orang sudah mengetahui 

akan akibat dari perbuatannya tersebut,'^ dengan demikian sesungguhnyaa setiap 

perbuatan melanggar hukum pasii mengandung di dalamnya unsur kesalahan. 

Walau demikian kenyataan hukum menunjukkan bahwa ada saat-saat kcadaan-

keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipertanggung 

jawabkan atas tindakannya, mcskiputi tindakan tersebut secara objektif adalah 

suatu tindakan yang termasuk dalam perbuatan melanggar hukum. misalnya 

'^'/?/^/, hai. 30 
"(iiinawan Wijaya Dan Kariini Miiljadi, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang, 

Raja Ciraliiu](^ Pcrsada. Jakarta. 2008. hal I ̂ 9 



seorang anak yang terganggu jiwanya yang telah mengemudikan \^ 

orang lain yang menyebabkan kerugian pada mobil tersebut. 

Menurut Achmad Ichsan untuk menentukan seseorang berasalah atau tidak 

akan perbuatan melanggar hukum adalah merupakan persoalan delik. 

Untuk itu ada beberapa teori yang dapat dilihat adalah: 

1. Kesalahan dalam arti objektif (ohjectieve schuld), 

2. Kealahan dalam arti suhjtktil{subjektieve schuld). 

AcL L Kesalahan dalam arti objektif 

Seseorang dianggap meiakukan kesalahan dalam arti objektif, apabila ia 

bertindak Iain dari pada seharusnya dilakukan oleh orang-orang lain dalam 

keadaan itu dalam pergaulan masyarakat. Ukuran objektif ini tidak dalam arti 

umum, akan tetapi menurut keadaan lingkungan dalam masyarakat dimana orang 

tersebut berada dalam arti apakah tindakan yang dilakukan dapat dianggap 

sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh orang noiTnal dalam keadaan itu di 

lingkungan masyarakat yang bersangkutan. 

Ad.2. Kesalahan dalam arti subjektif 

Kesalahan dalam arti subjektif, ini dilihat kepada orang yang meiakukan 

perbuatan melanggar hukum itu, apakah orang itu menurut hukum dapat 

dipertanggungjawabkan atau tidak. Untuk menentukan dapat dipertanggung 

jawabkan adalah meiihat kepada psikhis dari orang tersebut apakah normal atau 

tidak. Karena orang tahu apa yang dilakukan, tidak diwajibkan membayar ganti 

kerugian. Misalnya anak kecil atau orang gila. Akan tetapi hal dapat 

'V.chniad Ichsan, Op. Cii, hai. 254 
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dipertanggungjawabkan bagi mereka yang masih dalam keadaan pcngawasan. 

Pertanggungjawaban ini merupakan pertanggungjawaban tidak langsung dari 

seseorang karena salahnya orang-orang berada dalam pengawasan, sehingga 

menimbulkan kerugian bagi orang Iain. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1365 

K U H Perdata yang menentukan sebagai berikut: "seseorang tidak saja 

bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, 

tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang oleh 

barang-barangnya yang berada di bawah pengawasan. 

Adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan pada unsur 

kesalahan, adalah dalam hal pembuat memaksa. Misalnya, dalam keadaan bahaya 

merusak jendela tetangga untuk mcloloskan diri dari kebakaran. 

Jadi seseorang yang meiakukan perbuatan melanggar hukum karena 

kesalahan, baik disengaja atapun kurang hati-hati dan ia tidak dalam keadaan 

memaksa atau dapat menyadari nilai dari pada perbuatan yang menimbulkan 

kerugian kepada pihak lain, maka ia wajib membayar ganti kerugian. Sedangkan 

kalau seseorang karena kesalahannya menimbulkan kerugian kepada pihak lain, 

tetapi ia dalam keadaan memaksa atau dapat menyadari nilai dari perbuatan yang 

berarti ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak wajib ia mcndapat ganti 

kerugian. 

Ad. c. Harus Ada Kerugian Yang Ditimbulkan 

Dalam unsur perbuatan melanggar hukum ditentukan bahwa perbuatan 

melanggar hukum itu memenuhi syarat kerugian pada pihak lain. Perbuatan 

melanggar hukum di lakukan oleh seseorang dari orang lain merupakan suatu 
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pelanggaran terhadap kepentingan tertentu dari seseorang. Pada umumnya 

perbuatan melanggar hukum itu selalu menimbulkan kerugian pada pihak lain dan 

kerugian itu tidak mungkin bersifat materiil, tetapi juga menimbulkan kerugian 

yang bersifat immateriii. 

Dengan kata lain tiap perbuatan melanggar hukum tidak mengakibatkan 

kerugian materiil saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian immaterial (moril) 

yang tidak dapat dinilai dengan uang. 

Kalau kita berbicara tentang kerugian yang pertama kita juga ingat adalah 

kerugian materiil. Kalau seseorang karena perbuatan melanggar hukum dari pihak 

pihak lainnya, maka menderita kerugian materiil pada umumnya berupa kerugian 

harta kekayaan, misalnya perusakan atau menghancurkan barang-barang yang 

yang harus diperbaiki. Lain halnya dengan jika seseorang meiakukan perbuatan 

melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian immaterial, maka kerugian 

yang akan menimbulkan hal tersebut sukar di nilai dengan uang. Misalnya berupa 

penghinaan di muka umum sehingga orang yang di hina itu merasa turun 

derajatnya. Hal ini dala Pasal 1365 K U H Perdata memungkinkan beradanya 

tuntutan penggantian kerugian secara materiil oleh korban, di samping tuntutan 

perbaikan nama orang yang di hina, pasal ini juga danat memberikan petunjuk 

yang sangat relatif, adalah di mana hakim dalam memeriksa perkara tersebut 

untuk menentukan penggantian kerugian yang harus di bayar tergantung pada 

berat dan ringannya penghinaan yang dilakukan kepada kedudukan serta 

keyakinan kedua belah pihak. Dimana tingkat terkahir tergantung kepada hakim 

yang memeriksa perkara tersebut. 
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Ad.d. Adanya Hubungan Causal Antara Perbuatan Melanggar Hukum 

Berdasarkan Pasal 1365 K U H Perdata bahwa kerugian yang diderita 

seseorang karena perbuatan melanggar hukum harus merupakan akibat perbuatan 

melanggar hukum tersebut, maka untuk membuktikan faktor-faktor yang 

merupakan suatu akibat yang berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum 

yang dilakukan seseorang. Perlu juga diketahui bahwa persoalan kausalitas ini 

tidak di atur dalam undang-undang, sehingga persoalan tersebut penyelesaian 

diusahakan oleh ilmu pengetahuan hukum. untuk jelasnya ada sebuah contoh 

sebagai berikut: A memukul B , karenanya B mendapat luka pada kulitnya yang 

merupakan luka ringan saja, luka mana umumnya tidak mengakibatkan matinya 

B, tetapi B membutuhkan pertolongan pada dokter, untuk mana B berjalan kaki 

mcnuju ke rumah sakit, tetapi malang nasib bagi B karena di tengah perjalanan B 

dilanggar mobil C yang menimbulkan luka berat yang menyebabkan B mati 

seketika. 

Di dalam menelaah masalah hubungan sebab akibat ini ada dua teori, 

yakni: 

a. teori Conditio Sine Qua Non dari Van Buri, teori ini menyatakana bahwa 

suatu hal itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada, dengan adanya 

teori ini mengenai banyak dari satu akibat, 

b. Teori Adequate Veroorzaking dari Van Kris teori ini menyatakan bahwa 

suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat, apabila menurut 

Wirjono Prodjodikoro, OP. Cit. hal. 23 
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pengalaman manusia dapat dikira-kirakan lebih dahulu. bahwa sebab itu 

akan dikuti oleh akibat itu. 

Menurut teori ini dalam hal adanya suatu akibat yang ditimbulkan oleh 

beberapa sebab-sebab langsung yang dapat dipertanggungjawabkan 

kepada mereka yang telah meiakukan perbuatan melanggar hukum. 

Dari kedua teori di atas, apabila dikaitkan ke dalam K U H Perdata secara 

tegas tidak mengatur teori tersebut. 

Seianjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro, maka hakim di Indonesia 

tidak ada ikatan yang memaksa untuk menuruti salah satu teori persebaban di atas 

guna menentukan siapa yang dapat dipertangungjawabkan. 

Bilamana kita lihat kasus dengan menggunakan teori "Condito Sine Qua 

Non" dari Van Buri, maka yang menjadi penyebab kematian B adalah semua 

faktor yang menimbulkan akibat. Tetapi teori ini dianggap kurang memuaskan, 

karena terlalu memperluas tanggungjawab orang yang semestinya tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. Berhubung karena terlalu luas tanggungjawab terhadap 

suatu akibat, maka timbul teori "Adequate Veroorzaking'' dari Van Kriss. Menurut 

teori ini yang menjadi penyebab dari suatu akibat adalah faktor-faktor yang 

menurut keadaannya paling mudah menimbulkan akibat. 

.ladi tidak semua faktor yang menimbulkan akibat dianggap sebagai 

penyebab adanya suatu akibat, sehingga teori ini mencoba memperbaiki teori 

"Conditio Sine Qua Non", yaitu dengan berusaha mempersempit pengertian, 

sebab terbatas faktor yang m.enimbulkan sebab dari suatu akibat. 
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pemegang saham tidak mungkin menjual sahamnya, meskipun dilakukan atas 

kemauan sendiri. 

C. Macam-macam Kerugian 

Yang dimaksud dengan kerugian dalam Pasal 1365 K U H Perdata adalah 

kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan melanggar hukum. seperti telah 

dijelaskan bahwa perbuatan melanggar hukum dapat menimbulkan kerugian yang 

bersifat materiil dan kerugian yang bersifat immaterial. Untuk lebih jelasnya 

berikut ini akan diuraikan mengenai kerugian yang dimaksud. 

/. Kerugian Materiil 

Seperti telah diuraikan di atas bahwa, sebagian dari akibat perbuatan 

melanggar hukum tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak Iain. Kerugian 

materiil ini merupakan kerugian harta benda atau harta kekayaan bagi seseorang. 

Kerugian ini dapat berupa perusakan barang-barang milik seseoranag menjadi 

berkurang sebagai akibat suatu penipuan atau sebagian akibat suatu penggelapan. 

Semua kerugian tersebut dapat dihitung jumlahnya. .ladi yang dimaksud dengan 

kerugian meteriil yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, dan jumlahnya 

dapat diperkirakan. 

Z Kerugian Immateriii 

Perbuatan melanggar hukum dapat juga menimbulkan kerugian 

immaterial. Kerugian yang bersifat itu tidak terletak dalam harta kekayaan 

seseorang. Pada kerugian tersebut mungkin berupa timbulnya rasa sakit hati. 
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berkurangnya kesenangan hidup, kehilangan akibat kesenangan kehidupan 

jasmaniah. 

Kerugian yang diderita seseorang mengenai tubuhnya atau j iwa seseorang 

dapat berupa iuka-Iuka atau cacatnya seseorang adalah merupakan kerugian 

immaterial. Dengan hal demikian kerugian yang diderita karena perasaan 

direndahkan kehormatan seseorang, dikarenakan pihak Iain menghina nama baik 

secara lisan ataupun secara tulisan yang mengakibatkan harga diri orang dihina itu 

merosot dimata khalayak ramai. Di samping itu dilakukan oleh terhadap orang 

lain dalam menikmati hak milik. dan ini tidak berupa perusakan, tetapi merupakan 

penghalang orang lain untuk mengecap kenikmatan secara bebas. Hal ini dapat 

dilihat pada ketentuan putusan Hoge Raad tanggai 29 Januari 1927."' Misalnya 

dalam kasus dibawah ini: Kotapraja Tiburg dihukum membayar ganti kerugian 

kepada pemiiik rumah yang berada di pinggir kali Voorste Stroom, hai ini karena 

pengotoran oleh Kotapraja Timburg menimbulkan bau busuk pada pemiiik rumah. 

Persoalan bukan berkurang harga sewa rumah. Hoge Raad menghukum Kotapraja 

ur.tuk membayar ganti kerugian atas dasar pertimbangannya termuat dalam 

pengertian perbuatan melanggar hukum, daimana perbuatan yang ditimbulkan 

tersebut mengakibatkan kelalaian dan hilangnya kenikmatan atas milik orang 

lain. Dalam hal ini pemiiik rumah tersebut kehilangan hak mendapatkan 

kenikmatan itu.'^ Di sini Hoge Raad berpendapat bahwa kerugian immaterial 

diderita pemiiik rumah, wajib diberikan ganti kerugian oleh Kotapraja. Contoh 

- ' A B . Lubis, Op. Cit, hal. 27 
'dhid 
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lain dapat dilihat putusan Hoge Raad tanggai 31 Desemher 1937. Penghuni dari 

sebuah rumah yang terletak herdekatan dengan balai pertemiian mahasiswa di 

kota Utrecht. Dimana mahasiswa tersebut hampir setiap malam mengadakan 

pesta, sehinga pemiiik rumah dan seluruh keluarganya itu tidak dapat tidur 

nyenyak/tenteram. Atas dasar kekurangan kenikmatan yang disebabkan perbuatan 

melanggar hukum, pemiiik rumah menuntut ganti kerugian. Jadi Hoge Raad 

menganggap tuntutan ganti rugi pemiiik rumah tersebut atas dasar kehilangan 

kenikmatan dapat dikabulkan. 

D.Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melanggar Ilukum Oranga Lain 

Seperti telah disebutkan. undang-undang memingkinkan dipertanggung 

jawabkanya pihak atau orang lain atas suatu perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh orang atau paihak lain. Dengan rumusan umum, Pasal 1367 ayat 

(1) K U H Perdata menentukan bahwa; "Seseorang tidak saja bertanggungjawab 

untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga atas 

kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi 

tanggungannya. atou disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah 

pengawasannya". 

Rumusan yang diberikan dalam Pasa! 1367 ayat (1) K U H Perdata tersebut 

memperlihatkan kepada kita bahwa undang-undang masih tetap mempertahankan 

tiga unsur yang menjadi dasar berlakiinyaa suatu perbuatan melanggar hukum 

' ' M A . Moegni Djojodirjo, Op. Cii. hal. -Jl 
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hukum yang disebutkan dalam Pasal 1365 K U H Perdata dan Pasal 1366 KUFI 

Perdata, yaitu; 

1. adanya perbuatan melanggar hukum, 

2. perbuatan melanggar hukum tersebut telah menerbitkan kerugian pada 

orang atau pihak lain, 

3. adanya kesalahan, kelalaian atau kekurang hati-hatian. 

Berbeda dari ketentuan Pasal 1365 K U H Perdata dan Pasal 1366 K U H 

Perdata. dimana unsur perbuatan melanggar hukum dan unsur kesalahan harus 

terletak pada diri orang yang meiakukan perbuatan melanggar hukum agar orang 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara perdata. Dalam Pasal 1367 ayat (1) 

K U H Perdata, unsur perbuatan melanggar hukum dan unsur kesalahan tidak 

berada pada satu pihak. Menurut rumusan Pasal 1367 ayat (1) K U H Perdata, 

unsur perbuatan melanggar hukum tetap harus ada pada diri orang yang 

meiakukan perbuatan tersebut, tetapi unsur kesalahan harus ada pada pihak yang 

harus bertanggungjawab tersebut (yaitu orang tua, wali, guru sekolah, pengelola 

tempat pemagangan, majikan dan lastgever). 

Seianjutnya j ika diperhatikan ketntuan Pasal 1367 ayat (5) K U H Perdata 

yang menyatakan; "Tanggungjawab yang disebutkan di atas berakhir, j ika orang 

tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan 

bahwa mereka tidak dapat meneegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya 

bertanggungjawab itu". 

Dari bunyi Pasal 1367 ayat (5) K U H Perdata tersebut menunjukkan pada 
kita semua bahwa terhadap orang tua, wali, guru sekolah, dan pengelola 
tempat pemagangan, undang-undang memberikan alasan pemaaf, yang 
menghapuskan unsur kesalahan dari orang tua, wali, guru sekolah, dan 
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pengelola tempat pemagangan tersebut, yang mengakibatkan mereka tidak 
dapat dituntut untuk bertanggungjawab atas perbuatan melanggar hukum 
yang dilakukan oleh anak-anak belum dewasa, murid-murid sekolah dan 
murid-murid dalam pemagangan tersebutC 

Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalab bahwa rumusan mengenai 

kepala tukang dan tukang di sini tidak berada daiam konteks majikan-buruh, 

melainkan jika kita lihat kembali teks aslinya dalam bahasa Belanda, yang 

dimaksud dengan tukang adalah knechts yang merupakan anak-anak yang bekerja 

secara magang pada suatu tempat tertentu. Dan yang disebut sebagai kepala 

tukang ini adalah werkmeester.s, yang merupakan penanggunj^awab atau 

pengelola dari tempat di mana anak-anak ini bekerja secara magang. 

Seianjutnya daiam kaitannya dengan hubungan hukum guru-murid dan 

pengelolaan tempat pemagangan-murid yang magang, maka perlu disampaikan 

bahwa yang dimaksud dengan murid dan murid dalam pemagangan ini adalah 

mereka yang belum dewasa, oleh karena jika mereka ini telah dewasa, maka 

mereka tidak lagi berada di bawah pengawasan guru atau pengelola tempat 

pemagangan ini, dan mereka telah bertanggungjawab penuh atas setiap tindakan 

dan perbuatannya yang melanggar hukum tersebut. 

Di luar mereka tersebut di atas (yaitu yang disebut dalam Pasal 1367 ayat 

(5) K U H Perdata). dalam kaitannya dengan hubungan majikan-buruh dan 

lastgever-lashebber, maka sesuai dengan konstruksi hukum yang diberikan atas 

hubungan hukum majikan-buruh, dan lastgever-lasthcbher, selama dan sepanjang 

mereka ini yang disebut berlakangan (buruh dan Icisthebber) mclaksanakan 

•^Gunawan Widjaja Dan Kartini Muljadi, Op. Cit, hal. 160 
'-'Ibid 
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perintah yang diberikan oleh majikan atau lastgever, dengan itikad baik, sesuai 

dengan perintah yang diberikan, maka mereka (majikan dan lastgever) inilah yang 

akan bertanggungjawab atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh buruh 

dan atau lasthehber ini. Jadi tidak dimungkinkan pemberian alasan pembenar atas 

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh buruh atau lasthebber ini. Perlu 

dikatahui bahwa, seperti telah disiggung dimuka, setiap tindakan perbuatan 

melanggar hukum pastilah membawa di dalamnya unsur kesalahan, kecuaii j ika 

dapat dibuktikan bahwa kesalahan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kepada orang yang meiakukan perbuatan melanggar hukum tersebut. Dalam 

hubungan hukum majikan-buruh dan lastgever-lasthebher, meskipun tindakan 

atau perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan oleh buruh atau lasthebber, 

tetapi mereka melakukannya sebagai orang yang memegang perintah dari majikan 

atau lastgever yang bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum 

tersebut. Dalam hal inipun menurut hcmat penulis alasan pembenar sebagaimana 

diberikan dalam Pasal 1244 K U H Perdata dan Pasal 1245 K U H Perdata tidak 

selayaknya berlaku bagi mereka ini. 

Dalam kaitannya dengan hubungan hukum majikan-buruh dan laslgcver-

laslhebber, di mana yang disebutkan terkahir ini (buruh dan lasthebber) bekerja 

atas perintah dari mereka yang disebutkan terdahlu (majikan dan lestgever) dapat 

dilihat dari rumusan Pasal 16()la K U I l Perdata dan rumusan Pasal 1792 K U H 

Perdata yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: 

Pasa! 1601a, Perjanjian perburuhan adahili; "Perjanjian dengan mana pihak 

yang satu, buruh, mengikatkan dirinya untuk. dibawah perintah pihak yang lain. 
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majikan, untuk suatu waktu tertentu, meiakukan pekerjaan dengan menerima 

upah". 

Pasal 1792, pemberian kuasa (perintah) adalah: "Suatu persetujuan dengan 

mana seorang memberikan kekuasaan (perintah) kepada seorang lain yang 

menerimanya. untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan". 

Dari rumusan kedua pasaltersebut di atas, tampak jelas sekali bahwa unsur 

perintah (majikan dan lastgever) merupakan suatu hai penting dalam perjanjian 

kerja (perburuhan) maupun pemberian last (kuasa atau perintah). Bahkan dalam 

ketentuan Pasal 1807 K U H Perdata dikatakan bahwa: "pemberi kuasa wajib 

memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut 

kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah 

diperbuat selebihnya dari pada itu, selainnya sekedar ia telah menyetujuinya 

secara tegas atau diam-diam". 

Dengan demikian jelaslah bahwa setiap tindakan yang dibuat oleh 

lasthebber atas last yang diberikan oleh lastgever, akan merijadi perikatan 

(kewajiban) bagi lastgever. Perikatan ini tidak hanya perikatan yang lahir dari 

perjanjian scmata-mata melainkan juga lahir dari undang-undang, termasuk 

didalamnya perbuatan melanggar hukum. 



BAB. I l l 

PEMBAHASAN 

A. Cara Membuktikan Terjadi Kerugian Immateriii Dalam Perbuatan 

Melanggar Hukum 

Dalam membicarakan tuntutan ganti rugi atas kerugian immateriii dalam 

perbuatan melanggar hukum yaitu menyangkut hak seseorang yang berkurang 

atau terganggu dapat meliputi berkurangannya kekeyaan seseroang, berkurangnya 

kesenangan hidup, dan juga dapat berupa perbuatan yang merupakan menghalang-

halangi orang lain secara bebas/'* Dalam K U H Perdata masalah tuntutan ganti 

rugi ini diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367 seperti telah diuraikan, 

Berdasarkan Pasal tersebut pelaku berkewajiban memberikan ganti 

kerugian dan bertanggungjawab kepada penderitaaan kerugian karena perbuatan 

melanggar hukum/^ Dengan demikian kerugian yang dapat dituntut adalah 

perbuatan seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian pada orang 

lain, maka untuk membuktikan tentang terjadinya kerugian itu harus ada 

hubungan langsung atau adanya hubungan causal antara kesalahan dan 

menimbulkan kerugian. Seianjutnya apakah kerugian pelaku atas perbuatan yang 

melanggar hukum dapat mengganti keioigian immaterial. 

Hoge Raad daiam keputusan tanggai 21 Mei 1943 memungkinkan adanya 

tuntutan ganti kerugian atas kerugian immaterial. Keputusan tersebut mengatakan 

bahwa: "Dalam menilai kerugian disamping kerugiannya mengenai kekayaan 

' " A B Loebis, Op. Cit, hal 35 
'dhid 
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dapat juga diperhitungkan tuntutan ganti rugi atas kegembiraan hidup yang 

sekitamya dapat diharapkan dinikmati dan atas kesedihan yang disebabkan karena 

Iuka-Iuka pada badannya" 

Dalam Pasal 1371 K U H Perdata memuat ketentuan yang mengatakan 

bahwa: "Penyebab luka-Iuka atau cacat sesuatu anggota badan dengan sengaja 

atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban, untuk selain 

pengganti biaya-biaya penyembuhan, menurut pengganti kerugian yang 

disebabkan oleh luka-Iuka atau cacat tersebut". 

Jadi seseorang dengan sengaja atau kurang hati-hati oleh karena terjadinya 

luka-Iuka atau cacat pada badan orang lain, maka ia berkewajiban untuk memberi 

ganti kerugian, dan menimbulkan kerugian hanya diberikan kepada korban. 

Undang-undang memang menentukan biaya-biayaa perawatan sehingga sampai 

sembuh, dan biaya-biaya perawatan harus dapat diperhitungkan. Jadi semua 

pengeluaran yang layak diperlukan sedapat mungkin untuk biaya penyembuhan 

keadaan jasmani pada terjadinya suatu peristiwa. Dengan demikian karena 

kesedihan dan kehilangan kesenangan hidup merupakan kerugian immateriii dapat 

diberikan ganti kerugian berupa materiil, hal ini dapat di lihat di dalam keputusan 

Hoge Raad tanggai 21 Mei 1943, di mana Pasal 1371 K U H Perdata dapat 

dipertimbangkan kerugian idiil sehingga hakim dapat menentukan untuk 

kesediaan dan kesenangan hidup yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmati. 

Bahkan sering terjadi seseorang telah meiakukan suatu perbuatan 

melanggar hukum, akibat dari perbuatan ini orang lain mendcrita kerugian dan 

-/bid, hal. 162 
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pihak yang dirugikan sudah merasa puas apabila pelanggar hukum dijatuhi 

hukuman pidana, dan pihak yang dirugikan tidak akan mengajukan gugatan 

perdata terhadap pihak yang meiakukan perbuatan melanggar hukum, walaupun 

mungkin masih dapat digugat secara perdata. 

Seianjutnya bagaiman seandainya j ika terjadi perbuatan melanggar hukum 

yang mengakibatkan hilangnya jiwa seseorang. Kalau perbuatan tersebut dituntut 

secara pidana, maka alat-alat perlengkapan negara akan turun tangan untuk 

mengadakan pemeriksaan dan penuntutan di muka pengadilan. Apabila dalam 

hukum perdata masalah ini timbul dengan adanya gaugatan dari keluarga yang 

ditinggalkan korban, karena matinya orang tersebut, maka keluarga yang 

ditinggalkan menderita bathin baik berupa kehilangan orang yang dicintai maupun 

berupa kerugian materiil. Untuk meminta pertanggungjawabannya atas perbuatan 

melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan hilangnya 

jiwa seseorang dapat dilihat di dalam Pasal 1370 K U H Perdata yang berbunyi; 

Dalam hal suatu pembunuhan dengan sengaja atau kurang hati-hati 
seorang, maka suami atau isteri yang ditinggalkan, anak atau orang tua 
korban, yang lazimanya mendapat nafkah dari pekerjaan korban, 
mempunyai hak menuntut suatu ganti kerugian kedua belah pihak, serta 
menurut keadaanya. 

Berkenaan dengan Pasal 1370 K U H Perdata di atas, Hoge Raad pada 

kenyataannya pada tanggai 19 November 1943 telah mempertimbangkan: 

Bahwa Pasal 1370 BW dalam hal terjadi kematian yang disebabkan 
dengan sengaja atau yang disebabkan karena kurang hali-hatinya pelaku 
memberi peraturan khusus tentang orang-orang pada siapa diberikan 
tuntutan ganti kerugian dan mengenai kerusakarj yang dapat diberikan 

• 29 
ganti kerugian. 

^''R . Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Aiumni, Bandung, 
1992, hal. 68 
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Jadi tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 1370 BW hanya terbatas kepada 

orang-orang yang berhak menerima ganti kerugian tersebut. Menurut Hoge Raad 

tuntutan berdasarkan pada pasai tersebut bukan ganti rugi, akan tetapi tuntutan 

alimentasi (pemberian keperluan hidup). Kerugian ini hanya diberikan kepada 

mereka yang memerlukan serta bertujuan untuk mengganti kerugian yang 

disebabkan kematian pencari natkah bagi mereka yang ditinggalkan. Dalam hal 

penggugat yang menuntut ganti kerugian harus dapat membuktikan adanya 

perbuatan melanggar hukum. 

Selain apa yang telah diuraikan di atas, dapat juga dilihat tuntutan ganti 

kerugian atas kerugian immateriii lainnya, yakni putusan Mahkamah Agung 

langgal 5 Juli 1972 No. 27 K/Sip/I972, secara singkat .sebagai berikut:'" 

Kejadian ini berpangkal dari ikIan di harian Medan dimana penggungat 

mengartikan ikian tersebut sebagai sesuatu penghinaan dan merusak nama baik 

seseorang dimuka umum, tetapi tergugat memuat iklan dengan maksud bahwa 

memutuskan hubungan kerja dengan penggugat dan pemberitahuan lewat iklan 

demikian adalah lazim dalam dunia perdagangan. 

Disamping itu juga penggugat menderita kerugian bathin sebab iklan 

mungkin sekali menghalang-halangi untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan 

keahlian. Dalam hal ini penggugat yang mera.sa dirugikan menuntut ganti 

kerugian berdasarkan Pasal 1372 jo Pasal 1365 K U H Perdata. 

' " R . Suaponio, Hukum Acuru Perdala Pengadilan Negeri, Pradnyu Paramita, 
Jakana,i990, hal. 60 
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Pada Pengadilan Negeri tingkata I Pematang Siantar maupun Pengadilan 

Tinggi Medan dapat membenarkan tuntutan penggantian kerugian immateriii 

adalah: 

a. Pengadilan Negeri dengan putusan tanggai 1 Oktober 1970 

No.55/1970/Perd, menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar 

Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). 

Kemudian terggugat naik banding ke Pengadilan Tinggi Medan. 

Pengadilan Tingi meiakukan pemeriksaan terhadap kasus ini. 

b. Pengadilan Tinggi dengan keputusan pada tanggai 22 Juni 1971, No. 

51/1971 mengatakan bahwa telah sengaja berbuat mencemarkan nama 

baik seseorang yang bersifat penghinaan yang menyinggung kehormatan 

penggugat sesuai dengan kenyataan-kenyataan pembuktian di atas telah 

jelas membawa akibat langusung berupa kerugian baik moril maupun 

materiil kepada penggugat. 

Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan karena hubungan kerja 

antara penggugat dan tergugat diperhitungkan dalam dolar A S , maka jumlah ganti 

kerugian adalah sebesar $ 182.000,- (Seratus delapan puluh dua ribu dolar AS) . 

Mengenai permintaan maaf dihadapan hakim tidak penting dan harus ditolaka 

karena dengan menyebabkan gugatan ganti kerugian telah dipenuhi maksud 

penggugat. Pengadilan Tinggi Medan membenarkan putusan Pengadilan Negeri 

Pematang Siantara yang selebihnya. 

Kemudian tergugat asal mengajukan pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah 

Agung. Mahkamah Agung dalam pemeriksaan membenarkan keberatan-keberatan 
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yang diajukan tergugat asal atau penggugat untuk Kasasi I dan menilai bahwa isi 

maupun perbuatan yang dipakai dalam yang pokok isinya hanya mengatakan 

"tidak ada hubungan lagi" tidak dapat dikatakan sebagai penghinaan atau 

mencemarkan nama baik penggugat asal atau tergugat untuk Kasasi I I . 

Mahkamah Agung memutuskan: 

1. Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi I dahulu 

tergugat asal. 

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggai 22Junil971, 

No.51/1971. 

Pendapat penulis mengenai pembaha.san Yurisprudensi di atas, adalah 

merupakan tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung daiam putusannya 

untuk membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi adalah tepat, alasannya adalah: 

sesuai dengan apa yang telah diajukan tergugat asal atau penggugat untuk Ka.sasi I 

Pengadilan linggi Medan. maka segala tindakan yang telah dilakukan oleh 

tergugat asal atau penggugat untuk Kasasi I adalah pemasangan iklan di Medan 

merupakan terlaksana keadaan dengan itikad baik tanpa memperhatikan maksud 

sedikitpun untuk meiakukan pcnghinaan, atau mencermarkan nama baik tergugat 

asal atau penggugat untuk Kasasi I I . Dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat 

bahwa tujuan pemasangan iklan hanya sebagai prevensi yang menyolok (dalam 

arti menarik perhatian). 
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B. Kriteria Menentukan Besamya Ganti Rugi Terhadap Kerugian 

Immateriii Dalam Perbuatan Melanggar Hukum 

Mengenai kriteria untuk menentukan besamya ganti rugi terhadap 

kerugian immaterial adalah hakim wajib memperhatikan sifat kedudukan serta 

kemampuan kerugian keuangan dari kedua belah pihak. Sehingga atas dasar ada 

kerugian-kemgian pada perbuatan seorang pelaku yang telah meiakukan 

perbuatan melanggar hukum tersebut dapat diminta pertanggungjawaban. Dalam 

menentukan besamya ganti rugi perlu ditetapkan nilai nominal yang sering 

dipergunakan, sebab ganti mgi dalam nominal ini nilainya hams dibatasi dan 

mudah dilaksanakan, sedangkan dalam bentuk pengembalian semula biasanya 

terletak dalam hak kebendaan atau kepentingan terhadap harta kekayaan.^' 

Seperti dalam contoh sebagai berikut. Ada seorang tukang batu bemama Gerenio, 

berkebangsaan Italia dan bekerja di Amerika. Ia menikah dengan seorang 

perempuan berkebangsaan Italia yang bemama Anazeta. Kepada Anazeta 

dikatakan oleh Gerenio bahwa ia mendiami rumah sendiri. Alangkah kecewanya 

Anazeta, temyata Gerenio sama sekali tidak mempunyai mmah sendiri. Akan 

tetapi tidak mengapa suami dan isteri akan berusaha sekuat tenaga dengan cara 

menyimpan uang sedikit demi sedikit supaya dikemudian hari dapat membeli 

mmah. Namun penghematan mereka meskipun sudah dilakukan susah payah tidak 

berhasii oleh karena kemudian lahir berturut-tumt empat orang anak., yang 

tentunya memerlukan pengeluaran lebih banyak, seiring berjalannya waktu terjadi 

krisis perekonomian yang menyebbabkan pengangguran, maka harapan untuk 

"'wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hai. 98 
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dapat membeli rumah makin lama makin berkurang. Oleh karena cita-cita masih 

jauh dimata, maka sering terjadi pertengkaran antara suami isteri, kemudian 

membaik kembali dan harapan besar bahwa cita-cita tersebutakan tercapai, pada 

waktu Gerenio mendapat pekerjaan membuat rumah orang Iain selaku tukang 

batu. Tetapi malang nasib Gerenio terjadi kecelakaan, dan akhimya meninggal 

dunia. 

Kemudian temyata, pemerintah memberikan ganti kerugian kepada 

Anazeta berupa uang pensiun ditambah dengan uang tunai 1000 dollar: uang tunai 

ini cukup untuk memheli mmah. Dengan tercapaiya cita-cita Anazeta yang selalu 

diharapkan dengan mencurahkan segenap tenaga, akan tetapi Anazeta meskipun 

cita-cita sudah tercapai timbul kesedihan karena kehilangan Gerenio suaminya. 

Pada uraian di atas, maka dapat menggambarkan hal seorang dapat membayar 

sejumlah ganti kerugian.^^ Adalah hal lain dari pada seorang berwajib membayar 

sejumlah uang ganti kemgian, Kalau seorang hak'm memutuskan mewajibkan 

ganti kemgian, kewajiban ini dengan sendirinya tidak dapat dipenuhi, kalau 

seorang yang diwajibkan tidak mampu membayar sejumlah uang itu. Keluwesan 

K U H Perdata masih dilanjutkan lagi dan memuncak pada ketentuan bahwa jumlah 

ganti kemgian itu harus ditetapkan dengan mengingai keadaan. 

Seperti Pasal 1370 dan Pa.sal 1371 K U I l Perdata berhubungan bentuk 

jumlah ganti kerugian dari kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak adalah 

yang merugikan dan dirugikan bergantung pada keadaan. 

^^Ibid, hal. 99 
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Dalam hubungan pasal tersebut menentukan ukuran pada umumnya 

berlaku untuk menghargai kerugian yang disebabkan oleh kejahatan terhadap 

seseorang, tidak hanya oleh kekayaan, yang tidak berakibat suatu luka-Iuka atau 

cacat badan. Dalam kejahatan-kejahatan semacam ini sudah nyata ketiadaan 

menimbulkan kerugian yang bersifat kebendaan, melainkan hanya menimbulkan 

kerugian dalam lapangan kesisilaan. Tetapi KUHP memakai ukuran kedudukana 

dan kekayaan kedua belah pihak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam 

pandangan K U H Perdata yang menimbulkan kerugian di lapangan kesusilaan 

dapat diganti dengan uang atau benda lain. Namun demikian menurut penulis 

tergantung dari pandangan seseorang terhadap korban. Ukuran objektif amat sulit 

diberikan, kalau hakim mengatakan dapat menemukan ukuran objektif, ini 

sebetulnya ukuran subjektif dari hakim sendiri. 

Namun demikian hakim dalam memutuskan besamya nominal ganti 

kerugian terhadap kemgian immaterial terhadap perbuatan melanggar hukum 

disesuaikan dengan Pasal 1246 K U H Perdata tentang ganti rugi terdiri dari tiga 

unsur, yakni: 

a. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan misalnya: biaya cetak, biaya materai, 

dan biaya iklan. 

b. Menimbulkan kerugian karena kehilangan jiwa seseorang diakibatkan 

melanggar hukum. kerugian disini yaitu sungguh-sunggiih yang diderita. 

c. Pada keuntungan yang diharapkan karena pihak itu latai, sedang pihak lain 

kehilangan keuntungan yang diharapkan. Misalnya A akan menerima 

beras sekian ton dengan harga pembelian Rp 25.000,- per kilogram. 
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Kemudian A menawarkan kepada B dengan harga Rp 27.000,- per 

kilogram. Setelah perjanjian dibuat. Disini A kehilangan keuntungan yang 

diharapkan. 



BAB. I V 

P E N U T U P 

Berdasarkan pada uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada 

sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-

saran sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Cara membuktikan terjadi kerugian immateriii dalam perbuatan 

melanggar hukum adalah: dengan cara meiihat dari adanya hubungan 

kausal antara kesalahan dan menimbulkan kerugian. Bersumber pada 

semua unsur-unsur yang dilakukan oleh pelaku antara lain penggugat 

harus membuktikan adanya kerugian dan kesalahan pelaku, karena 

gugatan berdasarkan atas perbuatan melanggar hukum, penggugat harus 

membuktikan gugatannya. 

2. Kriteria menentukan besamya ganti mgi terhadap kerugian immateriii 

dalam perbuatan melanggar hukum adalah: pada hakikatnya didasarkan 

atas kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak serta menumt keadaan. 

Artinya besamya ganti mgi tersebut diserahkan kepada hakim yang 

memeriksa perbuatan melanggar hukum tersebut. 

B. Saran-saran 

I . Disarankan kepada hakim untuk membuktikan tentang terjadinya 

kemgian immaterial selain adanya hubungan kausal antara kesalahan yang 

menimbulkan kerugian, juga kebebasan hakim sangat berperan dalam 

43 
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membuktikan kesalahan yang menimbulkan kemgian immaterial, untuk itu 

dibutuhkan hakim-hakim yang professional dan cerdas, agar pebuktian 

dari kesalahan tersebut benar-benar sesuai dengan harapan. 

2. Perlu ditetapkan kriteria yang ideal dalam menentukan besamya ganti rugi 

terhadap kemgian immaterial dalam perbuatan melanggar hukum, agar 

dapat dirasakan adil antara para pihak pelanggar maupun yang dilanggar. 
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